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ABSTRACT 
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Perseroan Terbatas Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk 

memberi kemudahan bagi pengusaha UMKM dapat mendirikan suatu perseroan terbatas 

dengan status badan hukum guna meningkatkan perekonomian bangsa. Rumusan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini yaitu Ratio Legis mengebai besaran modal Perseroan Terbatas 

dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020  tentang Cipta Kerja dan akibat hukum terhadap 

modal Perseroan Terbatas Perorangan terkait kriteria UMK. Bertujuan untuk menganalisis ratio 

legis dan akibat hukum mengenai modal perseroan terbatas perorangan. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu tidak ada 

aturan Besaran modal Perseroan terbatas Perorangan didasari oleh ketentuan modal yang telah 

diatur dalam UU PT yang dianggap menghambat pengusaha UMKM. Pemerintah berharap 

dengan dihapusnya batas minimal modal tersebut dapat mempermudah dan meningkatkan 

pengusaha UMK dalam melakukan aktivitas usaha dan mempermudah dalam pendirian 

perseroan terbatas perorangan dengan status badan hukum guna meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian nasional maupun global yang merupakan upaya dalam menciptakan iklim usaha 

yang kondusif dan* akibat hukum yang dari tidak terpenuhinya kriteria UMk yang diatur dalam 

pasal 9 huruf b PP No.8 Tahun 2021 diharuskan melakukan pembaharuan atau perubahan status 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Perubahan status ini dilakukan melalui akta notaris 

dan didaftarkan secara elektronik sesuai dengan ketentaun Perkemenkumham No.21 Tahun 

2021 pasal 17 ayat 3. 

 

Kata Kunci: Perseroan Terbatas Perorangan, Besaran Modal, Usaha Mikro dan Kecil 
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Individual Limited Liability Companies regulated in the Job Creation Law aim to make it easier 
for MSME entrepreneurs to establish a limited liability company with legal entity status to 
improve the nation's economy. The formulation of the problem studied in this study is the Legis 
Ratio to ignore the amount of limited liability company capital in Law Number 11 of 2020 
concerning Job Creation and the legal consequences of the capital of individual limited liability 
companies related to the criteria for MSEs. It aims to analyze the legislative ratio and legal 
consequences regarding the capital of an individual limited liability company. The research 
method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual 
approach. This study obtained the conclusion that there is no regulation on the amount of 
capital of individual limited liability companies based on capital provisions that have been 
regulated in the PT Law which are considered to hinder MSME entrepreneurs. The government 
hopes that the removal of the minimum capital limit can facilitate and increase MSE 
entrepreneurs in carrying out business activities and make it easier to establish individual 
limited liability companies with legal entity status in order to increase national and global 
economic growth which is an effort to create a conducive business climate and legal 
consequences that do not meet the UMk criteria regulated in article 9 letter b of PP No.8 of 
2021 are required to make updates or changes in status in accordance with predetermined 
criteria. This change in status is carried out through a notarial deed and registered 
electronically in accordance with the establishment of Kampenkumham No.21 of 2021 article 
17 paragraph 3. 
 
Keywords: Individual Limited Liability Company, Capital Size, Micro and Small Enterprises 
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